SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 104 TAHUN
2020 TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BANTUL,
bahwa dalam rangka mewujudkan pejabat yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan
komitmen pejabat pada Pemerintah Kabupaten Bantul
untuk melaporkan harta kekayaan;
bahwa dengan adanya penambahan peserta wajib lapor
laporan harta kekayaan penyelenggara negara, perlu
dibuat aturan yang mengatur hal tersebut;
bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2020
tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat
Pemerintah Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga
perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2020 tentang Wajib
Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat Pemerintah
Kabupaten Bantul;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2020 tentang
Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat Pemerintah
Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 104 TAHUN 2020
TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2020
tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Pejabat Pemerintah Kabupaten
Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 104), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2
(1) Pejabat wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
a. pengangkatan sebagai Pejabat pada saat pertama kali menjabat;
b. pengangkatan kembali sebagai Pejabat setelah berakhirnya masa
jabatan atau pensiun; dan/atau
c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. kepala perangkat daerah, direktur rumah sakit umum daerah,

dan/atau eselon II;

Pejabat yang mengeluarkan perizinan;

inspektur pembantu,;

Pejabat fungsional auditor;

Pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan

pemerintahan di daerah;

anggota kelompok kerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

dan
i. Lurah.

(3) Selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola
keprotokolan Bupati dan pengelola keprotokolan Wakil Bupati juga
wajib menyampaikan LHKPN.

(4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
menggunakan format LHKPN yang telah ditentukan oleh KPK.

7 ommoe

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5
(1) Bupati membentuk tim pengelola LHKPN Daerah untuk melaksanakan
pengelolaan LHKPN pada Pemerintah Daerah.



(2) Tim pengelola LHKPN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memiliki tugas:

a.

melaksanakan koordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan
evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat di lingkungan Pemerintah
Daerah yang wajib melaporkan harta kekayaan;

melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Pejabat di lingkungan
Pemerintah Daerah yang wajib melaporkan harta kekayaan; dan
memastikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib
melaporkan harta kekayaan untuk mematuhi kewajiban
penyampaian dan pengumuman LHKPN.

(3) Susunan Tim pengelola LHKPN Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yaitu:

g

(4) T

mo Q0o

pembina;
penasehat;
ketua I;
ketua II;
sekretaris;
anggota; dan
sekretariat.

im pengelola LHKPN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Pengelolaan LHKPN bagi Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf i dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Diundangkan di Bantul

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 November 2023
BUPATI BANTUL,
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ABDUL HALIM MUSLIH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

pada tanggal 27 November 2023 a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
~==":p, Kepala Bagian Hukum
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AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 70



